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BUPATIKARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGASEM,
bahwa untuk men jamin penyelenggaraan
pemerintahan  yang  demokratis, transparan,

akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan
pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan,
tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah;

bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap
kebijakan nasional serta memasukkan mitigasi
bencana dalam perencanaan pembangunan daerah
yang menyebabkan terjadinya perubahan mendasar
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Karangasem sesuai ketentuan
Pasal 342 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka Rencana Pembangunan
JangkaMenengah Daerah Kabupaten Karangasem
perlu diubah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan



Mengingat

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali Nomor 2);
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17.

18.
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20.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun
2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2006 Nomor 7;

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor
17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 15);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Menetapkan

dan

BUPATIKARANGASEM

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2016-2021.



Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor
7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2016 Nomor 7, TambahanLembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. BABI Pendahuluan;

b. BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah

c. BABIII Gambaran Keuangan Daerah

d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

e. BABV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program
Pembangunan Daerah

g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan
Program Perangkat Daerah

h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

i. BAB IX Penutup

2. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021,
diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
padatanggal 19 Mei2020

@ BUPATI NGASEM,{

>

. I
f 1G AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
padatanggal 19 Mei2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE DARMAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(4, 16/2020).



L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016-2021

UMUM

Sesuai dengan ketentuanPasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari
visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum program prioritas kepala daerah dan arah
kebijakan keuangan daerah, yang penyusunannya berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip
pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi,
akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur
lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku
kepentingan.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam
ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c¢ menyatakan bahwa Perubahan
RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila adanya perubahan yang
mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah,
atau Perubahan Kebijakan Nasional. Selain itu dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga memuat indikator kinerja
pemerintah daerah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota. Beberapa hal inilah yang menyebabkan Peraturan Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun



2016 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2016-2021 dilakukan perubahan.

1. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Pasal 3
Cukupjelas

Pasal II
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 4.



